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TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR (SDl EDELWEISS

KEPADA PT SINAR SAKTI EDELWEISS

WAIIKOTA BEI(ASI,

Surat permohonan dari ru Sirrar Sakti Eclelweiss Nomor
0059  ISP ISSE/X I I i  l 3  t angga l  19  Desember '  2013  pe r i ha l
Permohonan Izrn Operas ional  Sekolah Dasar  (SD) Ecic- lweiss
Perumahan Jatibe ning Estate Nc. 1B Kelurahan Jatibenitrg
Kecamatan Pondok Gede Koto Bekasi.

b .

bahwa berdasarkan Rekomendasi [ 'endir ian Sekoiah dari
tsadan Pelayanan Perizinan Terperdr-r (BPPI') Pemerintah I iota
Bekars i  Nornor  421.2/  1S-BPPT lX i l l2073 langgal  16 l )esember
20 13 Tcntang Pendi r ian Sekolah Dasar  (SD) Edelwclss o leh Pl
Sinar Sakti Edelweiss telah didir ikan Sekolah Dasar (SD)

Edelweiss;

bahr,r 'a berdasarkan pert imbangan sebagaimana dimaksud
l i u ru f  a ,  dan  da lam rangka  mengopc ras iona ikan  seko lah  vang
telah didir ikan tersebut perlu diberikan Izirt  Operasional
Sekolah Dasar (SD) kepada PT Sir-rar Sakti Edehveiss, yang
pemberian tzinnya ditetapkan dengan Kepr*ttusan Walikota.

Undang-Undang Nonior 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II  Bekasi ( l-embaran Negara
Republ ik  Indonesia T: rhr . tn  1996 Nomor '  I  I  i ,  Tanrbahan
Lembaran Negara Republ ik  lndonesia Nomor 3t i63) ;

Undang-Undang Nomor 16 Tahtrn 2OO1 tentang Yayasar t
(Lembaran Negara Reputr l ik  Indonesia Tahun 2001 Nomor
112,  Tambahan Lt :mbaran Negara Repubi ik  Indonesia Nomor
4132)  sebagaimana te lah d iubah dengan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2OO4 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 16 Tilhun 2OO1 tentang Yayasan (Lembarat-i
Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2OO4 '  Nomcr 1 15,

Tambahan Le mbaran Negara Republ ik  Indone s ia  Nomor
4  430 ) :
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3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indones ia  Nomor  4301) :

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 125,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali  diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republ ik  Indonesia Tahun 2OO8 Nomor '  59,  Tambahan
Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor a8a4) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun i99O
tentang Pendid ikan Dasar  {Lembaran Negara Republ ik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 90,  Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

6. Peraturan Pemerintah Nomor i9 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik
Indonesia Nomor a462) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Peml-ragian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten I Kota (Lembar:rn Negara Repubiik Indonesia Tahun
2OO7 Nomor 82,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik
l ndones ia  Nomor  4737 \ ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2OO7 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89,  Tambahan Lembaran
Negara Republ ik  Indonesia Nomor aTal ) ;

9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2OO7 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi (Lembaran
Daerah Kota Bekasi  Tahun 2OO7 Nomor 5 Ser i  E) ;

l0.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2OO8 tentang
Urusan Pemerintahan Wajib dan Pil ihan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota
Bekasi  Tahun 2008 Nomor 3 Ser i  E) ;

l  l .Peraturan Daerah Kota Bekasi  Nomor O6 Tahun 2008 tentang
Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi
Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kaii
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor
08 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas
Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun
2OI2  Nomor  8  Se r i  D ) .
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Memperhat ikan:  1 .  Keputusan Mentcr i  Pendid ikan Nasional  Nomor 060IU l2OO2
Tahun 2OO2 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

2, Keputusan Walikota Bekasi Nomor 13 Tahun 2003 tentan
Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendir ian Sekolah dan
Madrasah Swasta di Kota Bekasi;

3. Rekomendasi Pendir ian Sekolah dari Badan Pelayanan
Pertzinan Terpadu (BPPT) Pemerintah Kota Bekasi Nomor
42I .2 /  1S-BPPT lXI l l2OI3 tanggal  16 Desember 2013 tentang
Pendirian Sekolah Dasar (SD) Edelweiss oleh PT Sinar Sakti
Edelweiss;

4.  Akta Notar is  Nomor 06 tanggal  29 Maret  2005 tentang
Pendirian PT Sinar Sakti Edelweiss.
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KESATU

KtrDUA

KE'IIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN IZIN
OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) EDELWEISS KEPADA PT
SINAR SAKTI EDELWEISS.

rzin operasional Sekolah Dasar 1sb) naerweiss diberikan kepacla
PT Sinar Sakti Edelweiss yang beralamat di Perumahan
Jatibening Estate No. 18 Kelurahan Jatibening Kecamatan
Pondok Gede Kota Bekasi.

Pemberian Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud
pada Diktum KESATU berlaku sepanjang memenr-rhi ketentuan
\ / A r r c r  h e r l n L r r
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Merrugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas
Pendidikan Kota Bekasi untuk melaksanakan pembinaan demi
kr: lancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan
sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal : 1Q Febrqarri ?0L/r

a.n WALIKOTA BEKASI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

ernbusan :
th. 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;

2. Direktur Pembinaan SD Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud cl i
Jakarta;

3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
'  4. Walikota Bekasi;

5 .  Inspektur  Kota Bekasi .
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